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FPERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 21 TAHUN 2002

TENTANG
PAJAK PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN

4. bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan asii Dasrah yang dapat

mandukung panysienggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah guna
leblh memantapkan pelaksanzan Otonomi  Daerah yang nyata, dinamis,
serasi, dan bartanggungjawab;

. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1957 tentang Pajak

Daerah dan Refrbusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tenfang Pajak Dasrah dan Refribusi Daerah, maka
penyslangoaraan Parkir diluar badan jalan dikenakan paak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana amaksud paca huruf a dan
b perly ditetapkan Peraturan Daserah tentang Pajak Parkir

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tenfang Pambentukan Dasrahe

 dasrah Katupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jewa Tengah (Berita Negara

Tahun 1950 Nomdr 42);

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1883 tentang Katsntuan Umum Tata Cara

Pefpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Momor 32683) eebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 128, Tambahan Lermbaran Negara Nomor 3934),

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesatan
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 40 Tambahan
Lambaran Negsra Nomor 3684); .
Undang-undang Nomar 18 Tahun 1997 tentang Palsk Dasrah dan Retribusi
Daarah (Lembaran Negara 1887 Nomor 41, Tambahan Lambaran Negara
Nomor 3585) yang tefah dubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Parubahan Atas Undang-undang Nomar 18 tahun 1947 tentang
Pajak Daerah dan Retribus Dasrsh (L embaran Megara Tahun 2000 Nomor
248 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048,

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 teniang Penagihan Palak dengan
Sural Paksa (Lembaran MNegara Tahun 1987 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3886),

undang-Undang MNomor 22 Tahun 1999 femtang Pemerntahan Daerah
(Lembaran Megara Tahun 1999 Momaor 80, Tambahan Lembaran MNagara
Normor 3838,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1599 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Femenntah Pusal dan Daerah (Lembaran Megara Tahun 1989 Noamor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemanntah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Panetapan Mulal
Beriakunya Uindang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 (Beffta
Negara Noamar 53 Tahun 1950),



9. Perafuran Pemenntan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Dastan
(Lermbaran Negara Tahun 2001 Momer 118 | Tambahan Lembaran Negars
Nomor 4138),

10l Peraturan Daerah Kabupaten Dassh Tingkal || Klaten Nomor 10 Tahun
1887 tenfang Penyidk Pegawal Negen Sipl di Lingkungan Pemerntah
Kabupaten Kiaten Tingkat Il Kiaten (Lembaran Daarah Tahun 1987 Nomar
10

Dangan persatujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan . PERATURAN DAERAH HABUPATEN KLATEN TENTANG PAJAK PARKIR

BAE | 5
KETENTUAN UMUM g

Pasal 1

Calam Peraturan Deerah ini yang demaksud dengan

Bt P
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Daerah adalah Kabupaten Kialen.

Pamanintah adaiah Pemerintah Kabupaten Kiaten

BSupah adaiah Bupati Klaten.

Pejabat adaiah Pegawa yang dben tugas tertentu o bidang Perpajakan Daerah secua dengan
Peraluran Perundang-ungangan yang Derlaku.

Pajak Dasrah yang selanjuinya disebuf pajak, adalah juran walfib yang dilakukan cieh orang
pribadi atau bedan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang sesmbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk
membiaya penyelenggaraan pemenniahan Dserah dan pembangunan Dasrah.

Parkir adaiah memangkalkan alsu mensmpatkan dengan memperhentkan kendaraan barmotos
dan atau kendaraan fidsk bermolor untuk sementara wakiu pada suatu tempal parkil

Pajak Parkir yang seianjulnya disebut pajak adalah pajak yang dikenakan atas penyelengaraal
termpat parkir diluar badan jakan oleh Orang pribad atau badan, balk yang disadiakan berkatan
dengan pokok usaha maupun yang dsediakan sebegal suatd usaha, termasuk penyedaan
tempal penifipan kendaraan bermotor dan parasi kendaraan bermoior yang memungul bayaran
Kendaraan bermolor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan feknik yang ada
nada kendaraan itu yang tiasanya dipargunakan untuk pengangkutan orang atau barang dgalan
Subysk Pajak adaiah orang pribadi atau badan yang dapet dkenskan pajsk Dasrah.

Waih Pajak adalan orang pribad atau badan yang menurid ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah dwajibkan untuk melakukan pempayaran pagak yang lerulang.
lermasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu

Surat Pambentahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dapal cisingkat SPTPD adalah surat yang
oleh Wajib Pajak diguniakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pejak, Obysk
Pajsk danfatau bukan Obyek Pajak , dan/alay harta dan kewaliban, manurut kelentuan peraturan
perundang-undangan perpajskan Dasrah.

Surat Setoran Fajak Daerah, yang selanjutnya dsingkat SSPD adalah sural yang oleh Wajib
Pajak digunakan untuk metakukan pembayaran atad penyetoran pajak yang lerutang ke Kae
Daerah atay tempat pembayaran iain yang diunjuk oleh Kepaia Daerah,

Surst Keletapan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adatah sural keleiapan
paiak yang menentukan besarnya jumiah pokok pajak.

Sigat Ketetapan Pajak Daarah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat
keisispan pajak yang menentukan besarmya jumiah pokok pajek, jumiah kredit pajak , juméah
wekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrast , dan jumnlah yang masin
hirus dbey=r




‘Swrs Kefetspan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya capat disingkat
SxPOMET adalah surat ketetapan pejak yang menentukan fambahan atas jumiah pagak yang
eah detapkan
1& Swal Ketetapan Pajsk Daerah Lebih Bayar yang selanjulnya dapal dengkal SXPOLE adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumiah ketsbihan pembayaran pajak karena jurriah kredit
palak lebih besar daripada palak yang terutang atau fidak seharusnya terutang,
17 Sural Taghan Pajak Dasrah, yang sefsnjuinys depal disingkst STPD adalah sural untuk
melakukan taginen pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda

BAB I
PENGATURAN PAJAK PARKIR

Bapian Partama
hama, Obyek dan Subyek Paak

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak alas penyelenggaraan parkar ch fuar badan jatan,

{2) Obyek Pzjak edaiah penyetenggaraan tempal parklr dluar badan [alan, balk yang disedakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagal suatu usaha, termasuk
penyedaan tempal peniipan kendsraan bermotor dan garas kendaraan bermofor yang
memungul bayaran

(3) Dikecuslikan dar Cloyek Paiak sebapaimana dimaksud syst (2)

a Penyelenggaraan lempat parkir cleh Pamerintsh Dasrah tidak termasuk BUMN dan BUMD
b Penyslenggarasan tempat parkr laintiya yang datur dengan Peratusan Deedah.

Pasal 3

(1) Subyek Pajak adsiah orang pribad: atau badan yang metakikan pembayaran atas tempal parkir.

(2} Wab Pajak adatah orang pribec siau badan yang menyelenggarakan tempat parkir diuar badan
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disedakan sebagal
suaty usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan
permotor yang memungut bayaran.

Bagian Kedua
Dasar Pangenaan, Tarl dan
Cara Penghitungan Pajak parkir

Pasal 4
(1), Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumiah pembayaran yang diakukan oleh orang pribad
atau bedan yang memakal tempat parkir kepads Penyetenggara Tempat Parkir,
(2) Taril pajak parkr ditstapkan sebesar 12,5 % (dua balas setengah persen)
(3) Besarnya patak terhutang dhitung dengen cara mengalkan dasar pengenaan pajok sebagal
dimaksud dalam ayat (1) dengan fanl pajak sebagai dimaksud dalam ayal (2)

Bagian Keliga
Wilayah Famungutan

Pasal 5

Pajak terhutang dipungut d Wilayah Daerah,




Bagian Kesmpat
Masa Pajak

Pacal 6
Masa paiak adalah jangka wakiu yang lamanya 1 (satu) bulan fakwim

Pasal 7
Pajak terutang dalam masa pajak terjad pada saal penyelenggaraan parkir
Fasal B

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD

(#) SPTPD sebagamana dimaksud ayat (1) harus dits dengan |slas, benar dan lengkap seria dtanda
tangani oleh Wajilb Pajak atau Kuasamya.

(4) SPTPD sebagaimana dmaksud ayat (1) disampalkan kepada Bupati selambat-lambatnya 16 (lima
belas) har setelah berakhirnya masa paiak.

(4) Bantuk, s dan talacara pengisan SPTPD ditetapkan ohah Bupall

Bagian Kalima
Tata cara Penghitungan dan Penelapan Pajak -
- Pasal &
(1) Berdasarkan SFTPD cebagaimana dimaksud datam ayal (1) Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bupat
menetapkan pajak ternutang oengan menerbikan SKPD. :
(2} Apabila SKPD sehagsimana dimaksud pada ayat (1) fidek atau kurang dibayar satelah lawal
waktis paling lama 30 {hga puluh) har sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
Pasal 10
(1) Wab Pajak yang mermbayar sendn, SFTPD ssbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Daerah ni digunakan untuk mempeehitungkan dan menstapkan pajak sandifi yang
lerirtang.
(2 Dalarn jangka waktu 5 (ima) tahun sesudah saal terutangnya pajak, Bupat dapal menetapkan
a SKPDKB
b. SKPDKET
a o SKPDN,

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat {2} huraf a ditetapkan:

a Apabila bardasarkan hasé pemanksaan alau keterangan lan pajak yang terutang tidak atau
kirang bayar dikenakan sanksi adminisirasi Derups bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
dihitung dan pajak yang kurang atau ferlambat dibayar unfuk jangka wakiu paiing lama i
{dua puluh empat) bulan dhitung sejak sast lerutangnya pajak,

b Apabda SPTPD fidak disampaikan dalam jangka wakiu yang ditentukan dan telah ditegur
sgoara tertulls dikenakan sanksi administres berupa bunga sebesar 2 % (due persen)
sabulan dhiung dani pajak yang kurang atau teriambat dibayar uniuk jangka waktu paling
lama 24 {dua puluh empat) bulan diftung sejak saat terutangnys paak.

Apabita kewajiban mengtsl SPTPD fdak dipenuhl, pejek yang terutang dihitung secara

iahatan, dan dienakan sanksi admnistrasi berupa bunga sebesar 2% {dua persen) sebulan

diitung dan pajak yang kurang atau terambat dibayar untuk jangka wakiu paling lama 24

(dua puluh empat ) bulan dinitung sejak saat terutangnya pajak

[4) SKPDKBT sebagaimana dmaksud pade ayal 2 huruf b diterbitkan apabia diemuken data bary
atau dala vang semuia belum terungkap yang menyebabkan penambahan [urriah pajak yang
terungkap yang manyebabksn penambahan jumiah pajak yang terutang, axan dikpnakan sanks
administras! berupa Kenalkan 100 % (sevalus persen) darl jumiah Kekirangan pajak tersebul

]




SXPON sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf ¢ diterbitkan apabila jumiah pajak yang
terutang sama besarnya dengan jumiah kredil atau pajak tidak terutang dan lidak ada kredk pajak.

(6) Apabiia kewaiban membayar pajak lenstang calam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) hurui a dan b fidak sepenuhnya dibayar dalam jangka wakiu yang lelah
ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanks adminisiras berupa
bunga 2 % (dua persen) sebulan

{7} Penambahan furtsh pask yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) fidak dikenakan
apabila Wajlb Pajak melaporkan sendn sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Baglan Keenam
Tatacara Pambayaran

Fasal 11

(1} Pembayaran pajak dilakukan o Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk clek Bupall sesuai
wakil yang dtentukan daiam SPTPD, SKPD, SKPDKB SKFDKBT dan STPD.

{2} Apabiia pembayaran diakukan ditempat lzin yang dtunjuk, hasll penenmaan pajak harus disetor
ke Kas Dasrah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam wakiu yang ditentukan oleh Bupati

{3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2} diiekukan dengan
manggunakan SSPD.

Pasal 12

(1) Pembayaran Pajak harus diakukan sakaligus alau lunas.

(2} Bupali stau Pejabal dapat memberikan parsetujuan kepads wajib Pajak untuk mangangsur pagak
terutang dalam Kurun waktu terfentu setetah memenuhi persyaratan yang dpenuhl.

(3) Angsuran Pajak sebagaimana secara leratsr dan berfurul —tunl dengan dikenakan bunga
sebesar 2 % {dua persen) sebulan dan jumiah pajak yang belum atau kurang dbayar

{4) Bupati dapal memberkan persetujuan kepada Wajlb Pajak untuk menunda pembayaran pajak
sampai batas wakiu 12 bulan setelsh memenuhs persyaratan yang ditentuken dengan dikenakan
bunga sabesar 2 % (dua persen) sabulan dar jurmiah pajak yang belum atau kurang dibayar,

{6} Parsyaratan untuk dapal mengangsur dan menunda pembayaran serla tals cara pembayaran
angsuran dan perundaan sebaimana amaksud pada ayat (2) dan (4) ditetapkan cieh Bupat!.

Pasaf 13

(1) Sefiap pemibayaran Pajak ssbagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, diberkan tanda
bukt pembayaran dan dicatat dalam buku penenmaan
(2} Beniuk, jenis, isi, ukuran, tanda bukt pembayaran dan buku penarnmaan sebagaimansg dmaksud

pada ayal (1) ditstapkan oleh Bupati

Bagian Ketujuh
Tatacara Penagihan Pajak

Fasal 14

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atay surat lain yang sejends sebagal awal tindakan
pelaksanaan panagihan pajak dikeluarkan 7 (tujun) han sejak saat jatuh tempo pembayaran

(2} Dalam jangka waktu 7 (tujuh) har setefah tanggal Surat Teguran alau Surat Perngatan atau Sural
tain yang seenis, Walib Pajek harus melunas) Pajak yang lerhutang,

(3} Surat teguran, Surat Peringatan atau Surat fain yang sejenis ssbagaimana dimaksud pada ayal
(1) dikeluarkan cleh Pejabal.



Pasal 15

(1) Apabiia jumiah pajak yang masin harus abayar tidak diunasl dalam |Engxa wakiu seDagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran atau Sural Peringatan alau Sural lain yang seens, umiah pajak
yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2} Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) har segak tanggal
Surat Teguran atau Sural Perngatan atay surat ain yang sejenis.

Pasal 16

Apabila pajak yang harus dibayas tidak diunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal
pemtiertanyan Surel Paksa, Pejabal segera menerbitkan Sural Peringatan Metaksanakan Pemyitaan,
Pejahat mengajukan paemintaan penetapan tangpal pelsiangan kapada Kantor Lefang Negara.

Pasal 1/

Setelah diakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasl ulang pajaknya, setelah lewat 10
(sepuiuh) hari sefak tanggal pelaksanaan Sural Periniah Malaksanakan Pemyitaan, Pejabal
mengajukan perrmintaan tanggal pelelangan kepada Kantor Letang Negara

Fasal 168

Setelah Kantor Lelang Megara menetapkan har langgal, |am dan tempat pelaksanaan letang, Juru
Sita memmberitahukan dengan segera secara tertulls kepada Wajlb Pajak

Pasal 19

{1) Penagihan seketika den sekaligus aiss jumiah paiak yang mash harus dibayar dilakikan ofeh
Pajahat dengan mengeluarkan Surat Perntah Peraginan Pajak Sekefika dan sakaligus

{2y Ternadep Wejid Pajak yang Bioak memenuhi ketentuan sebagaimana dmaksud datam Sural
Perintah Penaginan Pajak Sekelika dan sekaligus sebagaimana dmaksud pada ayal (1) segera
dilskukan tindakan penaginan dengan Surat Paksa, Surat Periniah Membayar Pajak, sarta
parmintaan penetapan tanggal dan tempat pelslangan, lanpa mesmperhatikan tenggang wekiu
yang telah ditatapkan.

Pasal 20

Bentuk, jenis dan |si formulir yang dipergunakan unfuk pelaksanaan penangguhan pajak Daerah
ditetapkan cleh Bupati

Bagpan Kedalagan
Pengurangan, Keringenan dan Pembebasan Pajak

Pasal 21
(1) Kepsla Daersh berdasarken permohonan Wajib Pajek depat memberikan pengurangan,
keringanan dan pambebasan pajak.
(2) Tata cara pemberian pengurangan, kefinganan dan pembetasan patak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oieh Bupatl
Bagian Kesambian
Tatacasa Pembetuian, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan dan
Penghapusan ateu Pengurangan Sanksi Adminisiras:
Pasal 22

{1} Bupati karena jabatan atau stas permohonan Waji Pajak dapat |




g Membetulkan SXPD alau SKPDKE atau SKPDKET atau STFD yang dslam penertiismmys
lerdapat kesatahan tuiis, kesalanhan hitung dan stau kekeliruan daiam menarapkan persiuran
perundang-undangan perpajakan daarah

b Membatakan atau mengurangkan ketelapan pajak yang tidak benar.

¢ Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administras berupa bunga, denda dan kenakan
paiak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karana kekhiafan Wajib Pajak alau
bukan karena kessshannya,

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksl adminisiras atas SKPD, SKPDKB, SKPDKET dan STPD sebagaimana
cimaksud pada ayat (1) harus disampalkan secara tertulis oieh Waph Pajak kepada Bupall atau
peabat selambatiambatoya 30 (liga puluh) han sejak tangosl diterima SKPD, SKPDKB,
SKPDKEBT atau STPD dengan memberkan alasan yang jelas.

{3} Bupali atau Pesabat paling lama 3 {bga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (iga) Bupat
atau Pejabat tidek membenkan keputusan, permohonan pembefulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

Bagian Kesapuluh
Kabaralan dan banding

Fasal 23

(1) Waijib Pajak dapat mengajukan keberalan hanya kepada Bupatl atas sesualu
a SKPD

b. SKPDKB,

¢ SKPDKBT;

o SKPDOLB,

g SKPON

{ Pemolongan dan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang beriaku

{2) Permohonan keberatan sebagamana dmaksud ayal (1) harus dsampaikan secara lerfulis dalam
bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) buian seiak fanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKET, SKPOLE
dan SKPDN diterima olsh Wagh Pajok, fanggal pemotongan dan atau pemungutan oleh pihak
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan slasan yang jeas kecuall apabifa Wajib
Pajak dapal menunjukan bahwa wakiu du tdak dapal dipenuhi karena keadaan diuar
kekuasaannye

{3} Bupafl aisu Peiabat paling tama 12 (dua bedas) bulan ssjak tanggal permohonan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditenma sudah membarkan keptusan dan memberntahuken
kepada DPRD

(4) Apabila seteleh lewal 12 (dus belas) bulan sebagamans dmaksud pada ayat 3 (liga) Bupsh tidak
memberikan kepulusan, permohonan kebecatan dianggap dikabulkan

(6} Pangajuan keberatan sebagaimana dmaksud pada ayal (1) lidak menunda kewajiban membayar
pajak

Pasal 24

(1) Wajib Pajak dapat mengejukan banding kepada Badan Penyelesmen Sengkeda Papk dalam
jangka wakiu 3 (tiga) bulan setelah ditermanya Keputusan Kebesatan.

{2} Pangaivan banding ssbagaimana dmaksud pada ayat 1 [satu) Wdak menunda kewagiban
mermbayar pajak.

Pasal 25

Apsbes pengsjuan kebersten sebageimana dimeksud pads Pesal 23 eteu banding sebagaimana
Seksuc paca Pasal 24 Peraturan Dasgrah Ind dikabulkan sebagfan atau seluruhnya, kefebihan
pembeysran paak dkembelikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
Utk paling I=me 24 (ou2 puluh empat ) bulan




-Bagian Kesebelas
Fengembalian Kelsbihan pembayaran Pajak

Pacal 26

(1) Wasb Pajak dapat mengajukan parmohonan pengembakan kelebihan pembayaran pajak kepada
Bupall stau Pejabat secara terulls dengan menysbutikan sekurang-kurangnya -

. Nama dan alamal Waijib Pajak.
b Masa pajak
¢. Besarnya ketebinan pembayaran paiak.
d Alasan yang jetas

(2] Bupail atau Pejabal dalam jangka wekiu paling lama 12 (dua belas) buan sejak diterimanya
pesmobonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
citerima harus membarkan keputusan,

{3) Apabila jangka waktu sebagaimana dmaksud pada ayat (2) dilampaul Bupati atau Pejabat tidak
memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pambayaran pajek dianggap
dikabukan dan SKPDLB harus diterbitikan dalam jangka wakiu paling lama 1 (satu ) bigan.

{d) Apabita Waijib Pajak mempunyai utang Pajak kirnnya, kelebinan pembayaran pajak sebagaimana
m paua ayat (2} langsung diperhitungkan untuk mefunas teriebih dahuly utang pajak

(5} Pengembakan kefebihan pembayaran pajek dilakukan dalem waktu paling fama 2 (dua) bulan
?EHJS:H aterbitkannya SKPOLB. dengan menerbitkan Surat Perintah Mambayar Kelebihan Pajak
P
(6) Apablia pengembalian kelebihan pembayaran pajak déakukan sefiah lewat wakiu 2 {dua) bulan
Sejax dterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberkan imbaian bunga sabesar 2 % (dus
persen) sebulan atas Kelerlambatan pembayaran kelsbinan pajak

Pasal 27

Apabila pembayaran pejsk diperhitungkan dengen utang pagak lainnya sebagemana dimaksud ayat
(4) Pasal 26 Peraturan Daerah ini pembayarannya diiakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukl
pemindahbukuan juga badaku sebagsi bukti pembayaran.

Bagian Kedusbetas
Kedaluwearss

Pasal 28

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedeluwarsa setelah melampaws jangks wekiu & (ima)
iahun ferhitung sejak saat terutangnya pajak, kecusll apabia Waj Pajak melakukar findak
dana parpaakan Daerah

(2} ¥edsluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

8 [Ddevbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
D Ade pengakuan utang pejak dan Waijib Pajak baik langsung maupun fidak langsung,

BAE I
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29
(1) Pepabat Pegawal Megsr Sipil tertertu o ingkungan Pemerintah Daerah ciberi wewenang khusus
sabagal penyidlk untuk melakukan pemyidikan tindak pidana o bidang Retribusi Daersh
sehagemans dmaksud dalem Persturan Perundang-undangan Hukum Acers Pidans yang
Deraxu

(& WWMWEMMMM{i}Mh



(3

(1)

i)

(=)

2. Menenma, mencar, mangumpulikan dan menellt keterangan atau [aparan berkenaan Gengan
tindak pidana di bidang pajak Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi iangkap
dan jelas.

b Menglii, mencari dan mengumpulkan kelerangan mengenai orang pribad atau badan lentang
kebenaran perbuaten yang diizkukan sehubungan dengan findak pidana pejak Daerah
tersebut

¢ Memints keterangan dan bahan bukll dari orang pribad atau badsn sehubungan dengan
findak pidana di bidang pajak.

d  Memenksa buku-buky, catatan-catatan dan dokurnen-dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang pajak.

& Melakukan penggeledahan untuk mendapatikan bahan buk pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokemen fain serta melakukan penyitaan erhadap bahan bukl tersebu,

{  Maminta bantuan lenaga ahli datam rangka seseorang pelaksanaan tugss penyidkan findak
pidana di bidang paiak Daerah,

g Menyuruh berhenti. melarang sesecrang meninggalkan ruangan atau tempal pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identites orang dan atau dokumen yang
dibawa sebagaimeana dimaksud pada hurul C,

h  Maemotret sessorang yang berkaitan dengan lindsk pidana pajak Daesah.

| Memanggd orang uniuk didengar keterangannya dan dperksa sebagal tersangka alau
Rank=,

| Menghentikan penyxakan,

k  Metakukan findakan yang pestu uniuk kelancaran penyidkan dimulainya penyidikan lindak
pidana d bideng pajak deerah menurut hukum yang dapat diparianggungiewabkan

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentahukan dimuiainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidkannys kepada Panuntul Umum sesual dengan ketantuan yang

diatur Peraturan Peruncang-undangan Hukum Acara Pidana yang berlaku

BAB [V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Wajib Pajak yang karena keslpaannys fidak menyampaikan SPTPO atau mangis dengan tickak
benar atau fidak lengkap atau melempirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 {satu) dan atau denda
paling banyak 2 {dua) kall jumiah pajak yang terutang withie

Waih Pajak dengan sengaja fidak menyampaikan SPTPD atau mengis dengan fidak benar aiau
tdak lengkap stau melampirkan kelerangan yang tidek benar sehingga merugikan keuangan
Daerah dapat dipidana dengan pldana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan alau denda paing
banyak 4 {(ampal) kak jumiah pajak yang isrutang,

Wajib Pajak yang dengan sengafa fidsk menggunakan tands bukti parkir- / kercls stau
manggunakan tanda hukl parkir | karcis yang fidak diporporasi sehingga merugakan kauangan
Dasrah dapal dpidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dug) tahun dan ateu denda 4
(empal) kali jurriah pajak yang terutang

BAB W
KETENTUAN PENLITUP

Pasal 31

Hat-hal vang belum cukup distur daiem Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannys
dietepkan dengan Kepulusan Bupati.



Pasal 32
Peraturan Daerah ini mufal beriaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Uaersh inl gengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kiaten

Ditetapkan di Kiaten
_-paga tanggal 16 Jull 2002
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PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABLIPATEN KLATEN

NOMOR 21 TAHUN 2002
TENTANG

PAJAK PARKIR

| PEMNJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Deerah sebagasmena telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
leniang Perubahan alas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Paiak Daersh dan
Ratribug Daerah, maka selurth ketantuan yang mangsiur Pajak Dasrah dan Retribus Daorah
periy disesuaikan dengan Uindang-undang dmaksud

Sehubungan dengan hal tersebul maka Penyslenggaraan Tempat Parkir of luar badan
lalan oleh orang prbadi alau badan, baik yang disadlakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
[ ] yang dsediskan sebapm sustu usaha, termesuk penyediaan tempal penitipan kendaraen
bermotor dan garas kendaraan bermotor yang memungut bayaran ditetapkan menjadt salah satu
jenic Pajak Daarah,

Bahwa unfuk maksud tersebuf peru mengatr dan menetapkan Perafuran Daerah
Kabupaten Klaten tentang Pajak Parkir

Il PENJELASAN PASAL DEM| PASAL

Pasal1 - Cukup jelas
Pasal 2 Cukup [elas
Pasal 3 : Cukup jalas
Pasal 4 Cukup jelas,
Pasal & : Cukup jeias
Pasalf - Cukup jelas
Fasal 7 Cukup jelas
Hasal B Cukup jelas
L Pasalg Cukup jelas
Pasal 10 Cukup jelas
Pasal 11 Cukup jelas
Fasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 | Cukup jelas,
Pasal 14 Cukup jefas.
Pasal 15 - Cukup jelss
Pasal 16 Cukup jeias,
Pasal 17 Cukup jelas
Pasal 18 | Cukup |elas.
Pasal 18 Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup [elas
Pasal21 Cukup jelas.
Pasal 22 ukup jelas,
Pasal 23 CCUKLP |edas.
} Pasal 24 Cukup jelas.
Pesal 25 Cukup jetas
Fazal o Cukup jetas.



Pasal 27
Faeal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32

Cukup [alas,
Cukup jedas.
Cukup jetas
Cukup jelas
Cukup jelas,
Cukup islas,



